SALINAN
NOMOR 2/E, 2009

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang Da

Mengingat

WALIKOTA MALANG,

bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab
bersama antara Pemerintah, orangtua dan masyarakat yang
dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan
untuk mewujudkan masyarakat gemar belgjar (Iearning society)

dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional;

bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional  yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu
adanya perubahan Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 13
Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kota Malang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, JawaTengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa
Y ogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4965);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Malang dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Maang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3411);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3412);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belgar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang 59);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang;
Walikota adalah Walikota Malang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Maang;

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur
masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belgjar dan
proses pembelgjaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

Tujuan Pendidikan Kota Malang adalah paparan lebih rinci dari vis dan mis
pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan
menurut jenis jenjang kekhususannya.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Baku Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) standar pendidikan nasional
yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang

mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.

Waqjib Belgjar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga
Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah suatu sekolah
yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan telah
menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan cirri keinternasionalan sesuai

dengan satuan pendidikan luar negeri yang diadopsi dan/atau diadaptasi.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengena tujuan, isi, dan
bahan pelgaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelgjaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belgjar dan bahan

belgjar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.

Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belgjar dan bahan
belgjar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belgar khusus masyarakat Kota
Malang.

Kurikulum Bertaraf Internasional adalah kurikulum nasional yang dikembangkan
dengan mengadopsi dan/atau mengadaptasi dari satuan pendidikan luar negeri yang
menjadi mitranya.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelgaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan
tertentu.



